BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.! UMKM telah menjadi salah
satu sektor penopang utama perekonomian Indonesia karena perannya yang besar
dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuannya
menyerap tenaga kerja secara luas. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM
menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60% PDB nasional® serta
menjadi sektor yang mengakomodasi sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia.’
Angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi sektor
pendukung, tetapi merupakan tulang punggung yang memiliki fungsi sentral
dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama saat menghadapi situasi

ekonomi yang fluktuatif.*
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Sejarah perekonomian Indonesia membuktikan bahwa UMKM mampu
bertahan dengan kuat ketika menghadapi berbagai krisis ekonomi. Ketika krisis
moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 dan gelombang resesi terjadi
pada masa pandemi COVID-19, sebagian besar perusahaan berskala besar
mengalami penurunan produksi dan bahkan menghentikan operasionalnya.
Sebaliknya, sektor UMKM terbukti tetap bertahan melalui penyesuaian strategi
usaha dan fleksibilitas struktural. Ketangguhan ini menjadi bukti bahwa UMKM
memainkan peran vital dalam menjaga keberlanjutan perekonomian masyarakat.
Oleh sebab itu, pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi kebutuhan
yang tidak dapat ditunda dalam agenda pembangunan daerah maupun nasional.’

Pemberdayaan merupakan konsep fundamental dalam strategi
pembangunan ekonomi masyarakat.® Menurut Sumardjo, pemberdayaan
masyarakat adalah proses membangun kemampuan masyarakat dengan
mendorong, memotivasi, dan membuka akses terhadap berbagai sumber daya agar
mereka mampu mengambil keputusan dan mengelola kehidupan secara mandiri.’
Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan modal,® tetapi

melibatkan peningkatan kemampuan melalui pelatihan, pendampingan usaha,
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inovasi produksi, pengembangan SDM, perluasan jaringan usaha, hingga akses
pemasaran dan pemanfaatan teknologi.” Dengan pendekatan pemberdayaan yang
tepat,'® masyarakat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal'! dan
meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. '2

Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah memegang peran
strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM melalui
penyusunan kebijakan yang terarah, terencana, dan berkelanjutan.’* Pemerintah
daerah dituntut untuk menyusun regulasi yang mampu menjawab kebutuhan riil
pelaku usaha dan menjadi dasar pelaksanaan program-program pemberdayaan
yang efektif. Oleh karena itu, kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah
merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan
ekonomi masyarakat.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam

memperkuat pemberdayaan UMKM, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 22
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Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.'* Perda
ini disusun untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi pelaksanaan
program-program pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin, termasuk
penyediaan pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan dengan berbagai pihak,
bantuan akses permodalan melalui lembaga perbankan maupun nonbank, serta
bantuan pemasaran melalui promosi dan jaringan pemasaran berbasis teknologi.!”
Melalui regulasi tersebut, pemerintah berharap dapat mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian pelaku UMKM.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu sentra kegiatan perdagangan dan
layanan jasa di wilayah Kalimantan yang memiliki potensi ekonomi yang besar
untuk pengembangan sektor UMKM. Berbagai sentra ekonomi lokal seperti pasar
tradisional, industri rumah tangga, usaha kuliner, sentra kerajinan, dan sektor
perdagangan menjadi ruang vital bagi penghidupan ekonomi masyarakat.
Kontribusi UMKM tampak nyata dalam mendorong aktivitas ekonomi, membuka
peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat di
beragam bidang usaha.

Namun, meskipun telah memiliki landasan regulasi dan berbagai program
pemberdayaan, dinamika pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota

Banjarmasin tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dalam pelaksanaan program
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pemberdayaan di berbagai daerah, sering ditemukan kendala yang berkaitan
dengan keterbatasan akses informasi, keterjangkauan program, keterbatasan
anggaran, koordinasi kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya manusia
yang memadai. Kondisi-kondisi umum tersebut menimbulkan pertanyaan
mengenai efektivitas implementasi regulasi pemberdayaan yang telah diterapkan
oleh pemerintah daerah. Hal ini menciptakan ruang penelitian yang penting,
khususnya untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberdayaan UMKM dalam
Perda tersebut dijalankan, sejauh mana pelaku UMKM memperoleh manfaat dari
program yang disediakan, serta faktor-faktor yang mungkin menjadi hambatan
dalam implementasinya.

Selain aspek ekonomi, pemberdayaan UMKM juga memiliki landasan
nilai dalam perspektif Islam. Islam memberikan perhatian besar terhadap
pentingnya kemandirian ekonomi umat dan menghindarkan sikap bergantung
pada bantuan tanpa usaha.'® Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan usaha
produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup ditegaskan dalam Al-Qur’an dan
hadis.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang menegaskan
larangan merusak syi‘ar Allah demi menjaga kemaslahatan hidup manusia.!’
Konsep pemberdayaan dalam Islam juga tercermin dalam hadis yang diriwayatkan

oleh Imam Bukhari dari Az-Zubair bin Al Awwam RA, yang menekankan
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kemandirian ekonomi melalui usaha produktif untuk menjaga kehormatan diri
daripada bergantung pada pemberian orang lain.'® Hadis tersebut menunjukkan
bahwa Islam mendorong umatnya untuk mandiri secara ekonomi dan menghindari
sikap meminta-minta.'® Di samping itu, prinsip fikih menegaskan bahwa setiap
kebijakan pemimpin kepada rakyat wajib berorientasi pada kemaslahatan?
(tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil mashlahah).?'

Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM dapat dipahami sebagai bagian
dari upaya meningkatkan kemaslahatan sosial melalui penguatan ekonomi
masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.?? Nilai tersebut sejalan dengan tujuan
syariah (magqasid al-syari‘ah) untuk menjaga kesejahteraan dan harta (hifz al-
mal).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan UMKM di Kota
Banjarmasin menjadi penting untuk dilakukan. Evaluasi terhadap pelaksanaan
Perda memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai
efektivitas kebijakan, tingkat keterjangkauan program, dan tantangan yang

dihadapi dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis
melalui rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan

UMKM secara lebih baik, merata, dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah
Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa program pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Pasal 7, 8-9,
dan 11-12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010
belum diakses secara luas oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin?

2. Apa saja keterbatasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM
oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya terkait pemenuhan Pasal 18
serta pelaksanaan monitoring—evaluasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program
pemberdayaan UMKM vyang diatur dalam Pasal 7, 8-9, dan 11-12
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 belum diakses

secara luas oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin.



2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan keterbatasan pelaksanaan
program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan
Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, khususnya terkait pemenuhan ketentuan
Pasal 18 serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun

2010.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan
bagi pengembangan ilmu, terutama terkait studi peraturan daerah dan
pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
memperluas khazanah literatur akademik mengenai pelaksanaan peraturan
daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM, serta menghadirkan pemahaman
yang lebih komprehensif mengenai penerapan kebijakan publik di tingkat
lokal.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi
berbagai pihak terkait. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, temuan penelitian
dapat dijadikan dasar evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010,
serta sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM

ke depan. Bagi para pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan membantu



mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi serta peluang pengembangan
usaha. Selain itu, penyusunan penelitian ini dilakukan sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari

Banjarmasin.

E. Definisi Operasional
1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan jenis usaha yang
dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha yang memenuhi persyaratan
tertentu sebagai sebuah unit usaha.”> UMKM dalam penelitian ini mencakup
UMKM yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan,
jasa, dan produksi di Kota Banjarmasin.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kemampuan masyarakat
dengan cara memotivasi mereka untuk mengembangkan potensi yang
dimiliki.** Pemberdayaan dalam penelitian ini adalah semua upaya yang
dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM di Kota Banjarmasin agar
bisa mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik dan mandiri. Upaya-

upaya ini meliputi berbagai bentuk bantuan dan dukungan, seperti membantu

2 Khuriyatul Mutrofin and Adam Nur Muhammad, “Peran UMKM dalam
Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur selama Pandemic Covid — 19,” Jurnal Manajemen 1, no. 2
(November 2021), h. 1.

24 Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat,” Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan
Pendidikan 1, no. 2 (2011), https://doi.org/10.26877/civis.v1i2.591, h. 87-88.
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mendapatkan modal usaha, memberikan pelatihan keterampilan usaha,
membantu mengembangkan kemampuan mengelola usaha, membantu
memasarkan produk, memberikan pendampingan teknis, serta mengadakan
program pelatihan. Semua kegiatan pemberdayaan ini bertujuan agar para
pelaku UMKM bisa mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan dan
mampu bersaing di pasar yang semakin berkembang.
3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota merupakan jenis regulasi
yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui kesepakatan bersama
dengan Bupati atau Wali Kota.?> Peraturan Daerah dalam penelitian ini adalah
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 yang menjadi
dasar hukum untuk pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin. Peraturan
ini dibuat sebagai panduan resmi yang mengatur berbagai hal penting untuk
membantu UMKM, mulai dari cara mengurus perizinan usaha, panduan
pendampingan usaha, program peningkatan kemampuan usaha, hingga
perlindungan hukum untuk pelaku UMKM. Peraturan ini juga menjadi dasar
untuk  menjalankan  berbagai  program bantuan yang bertujuan

mengembangkan UMKM agar bisa menjadi lebih maju dan mandiri.

F. Penelitian Terdahulu
Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai

referensi dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti memperoleh sebuah

25 Dalinama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,” Jurnal
Education And Development 4, no. 1 (May 22, 2018), https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.279, h. 96.
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perbandingan serta menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara
penelitian yang digunakan untuk memperjelas permasalahan adalah dengan
mengambil topik “Implementasi Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang
UMKM dan Program Pemberdayaan di Kota Banjarmasin”. Berdasarkan
hasil penelusuran yang peneliti lakukan terdapat penelitian yang serupa secara
karakteristik, meski hampir sama tetapi ada terdapat perbedaan, untuk itu peneliti
akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdil Muhaimin dengan judul “Peranan Dinas
Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di
Provinsi Kalimantan Selatan” tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di
Provinsi Kalimantan Selatan. Tulisan ini menyoroti kontribusi dinas
tersebut dalam membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha.
Dibandingkan dengan tulisan ini, peneliti memiliki perbedaan dalam fokus
kajian. Peneliti mengkaji Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22
Tahun 2010 sebagai instrumen hukum pemberdayaan UMKM di Kota
Banjarmasin, sementara tulisan ini lebih menekankan pada peran
kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota
Banjarmasin dalam pemberdayaan UMKM di seluruh wilayah Kalimantan

Selatan tanpa mengkaji aspek regulasi daerah secara khusus.?®

26 Abdil Muhaimin, “Peranan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha
Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2020),
https://idr.uin-antasari.ac.id/14973/.
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2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanafi dengan judul "Peran
Pemerintah dalam Upaya Mengembangkan Penggiat UMKM di Kuliner
Baiman Kota Banjarmasin" bertujuan mengetahui perkembangan penggiat
UMKM di Kuliner Baiman dan peran pemerintah. Dibandingkan dengan
tulisan ini, peneliti memiliki perbedaan dalam objek dan cakupan
penelitian. Peneliti fokus pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
22 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM, sementara tulisan ini lebih
spesifik mengkaji peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di satu
lokasi khusus yaitu Kuliner Baiman Banjarmasin.?’

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Noor Ilmi dengan judul “Strategi Umkm
Dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19 Di Kecamatan Banjarmasin Timur
(Menurut Etika Bisnis Islam)” bertujuan mengetahui strategi UMKM
dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kecamatan Banjarmasin Timur
menurut etika bisnis islam. Dibandingkan dengan tulisan ini, peneliti
memiliki perbedaan dalam konteks dan pendekatan penelitian. Peneliti
mengkaji Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010
dalam pemberdayaan UMKM, sementara tulisan ini fokus pada strategi
UMKM dalam menghadapi situasi khusus (pandemi Covid-19) dengan

perspektif etika bisnis Islam di Kecamatan Banjarmasin Timur.?

27 Muhammad Hanafi, “Peran Pemerintah dalam Upaya Mengembangkan Penggiat
UMKM di Kawasan Kuliner Baiman Kota Banjarmasin” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin,
2021), https://idr.uin-antasari.ac.id/17937/.

28 M. Noor Ilmi, “Strategi UMKM dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19 di Kecamatan
Banjarmasin Timur (Menurut Etika Bisnis Islam)” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021),
https://idr.uin-antasari.ac.id/17642/.
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4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Titik Asmawati dan Supriyono dengan
judul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Upaya
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Masyarakat Kecamatan
Manyaran Kabupaten Wonogiri” membahas konsep pemberdayaan
UMKM secara luas, termasuk analisis terhadap kebijakan dan strategi
yang telah diterapkan. Fokus utama jurnal tersebut berpusat pada
pengembangan UMKM dan koperasi sebagai bagian dari upaya untuk
membangun ekonomi yang lebih baik. Berbeda dengan peneliti yang
berfokus pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010,
jurnal ini tidak secara khusus membahas aspek regulasi daerah tetapi lebih
kepada pemberdayaan dari sudut pandang umum dan praktik UMKM di
Indonesia.?’

5. Tesis yang ditulis oleh Achmad Amiruddin yang berjudul “Pemberdayaan
Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya
Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan” menyoroti pemberdayaan
UMKM dalam konteks pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat
dalam mengelola usaha. Meskipun ada elemen yang relevan dalam hal
pemberdayaan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM, tulisan ini

berfokus pada aspek praktik masyarakat, tanpa regulasi hukum seperti

» Titik Asmawati and Supriyono, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Masyarakat Kecamatan Manyaran
Kabupaten Wonogiri,” in Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan 2015 (Seminar
Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan 2015, Universitas Sebelas Maret, 2015),
https://www.neliti.com/id/publications/171737/.
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peneliti, perbedaan signifikan terletak pada fokus kajian; peneliti lebih
spesifik dalam menganalisis suatu peraturan lokal, sedangkan tulisan ini

lebih ke aspek sosial dan partisipasi masyarakat.*°

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima (V) bab yang disusun secara
sistematis. Setiap bab membahas permasalahan sesuai fokusnya masing-masing,
namun tetap saling berkaitan sebagai satu kesatuan utuh. Adapun sistematika
penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian
mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun
2010 dalam pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin. Permasalahan yang
ditemukan dirumuskan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, dan
signifikansi penelitian. Bab ini juga memuat definisi operasional, kajian pustaka
yang digunakan sebagai landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika
penelitian.

Bab II, yaitu kajian teori. Bab ini menyajikan landasan teori yang menjadi
dasar analisis, meliputi konsep pemberdayaan masyarakat, UMKM, implementasi
peraturan daerah, serta teori implementasi kebijakan publik yang relevan dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang

pemberdayaan UMKM.

30 Achmad Amiruddin, “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas
Perdagangan Kota Surabaya dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan,” (Tesis, Universitas
Airlangga, 2018), http://lib.unair.ac.id.
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Bab III, yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian,
meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek
penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis
data yang digunakan dalam mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010.

Bab IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil
penelitian beserta analisisnya, meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Kota
Banjarmasin, data pelaku UMKM dan pihak terkait, serta pembahasan mengenai
implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 dalam
pemberdayaan UMKM, termasuk kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya.

Bab V, yaitu penutup. Bab ini memuat simpulan dan saran. Peneliti
merangkum hasil analisis tentang implementasi Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM  serta
memberikan rekomendasi konstruktif bagi pihak terkait untuk mengoptimalkan

pelaksanaannya.



